TENTANG

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMAS DAN DOKUMENTAS! UTAMA
KOTA KUPANG
KOMINFO.8.b/KEP/VI/2024
10 JUNI 2024
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
KUPANG

NO |  KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU
P

"APABILA DIBUKA

MANFAAT APABILA DI TUTUP

DINAS KOMUNIKAS! & INFORMATIKA

Dokumen atau berkas atau arsip pegawaian

Pasal 17 huruf h UU No. 14
‘Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Tidak Terbatas

Mengungkap data pribadi yang bersifat
rahasia

melindungi data pribadi

Pasal 17 huruf h UU No. 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik

Apabila mendapat
persutujuan dari pihak
pihak yang berwenang

Mengungkap data pribadi yang bersifat
rahasia

Menjaga privasi dan melindungi
penyalahgunaan data yang bersangkutan

pasal 17 huruf h UU No. 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik

sampai dengan
selasainya proses audit

belum terjaminnya kebenaran informasi

mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak
berwenang

Pasal 17 hurufj UUNo. 14
tahun 2008 tentang
keterbukaan publik

UU Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan
transaksi elektronik

tidak Terbatas,

penyalagunaan oleh pihak yang tidak
berwenang menjaga keamanan data yang
bersifat rahasia

melindungi kerahasiaan dokumen

1
Data hukuman disiplin pegawai
2
Laporan keuangan yang belum diaudit
3
kode akses (username dan password)
aplikasih yang digunakan pada dinas
Kominfo Kota Kupang
Disposisi surat pimpinan
H

Pasal 17 huruf 1 dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008

Selama belum ada tindak
lanjut dari Satuan Kerja

Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan

‘Mengamankan Broses penyusunan kebijakan

GABUNGAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

6 [Arsip peta foto udara

Pasal 17 huruf | dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008

Selama didalamnya
masih terkandung potensi

Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara
Indonesia

Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak
berkepentingan

‘Sampai ada Persetujuan

7| Dokumen karya inelektual oleh Pasal 17 huruf b dan } Undang- Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; | Menjamindingkungan kegiatan bisnis yang sehat;
lembaga/swasta) kelompok/ Undang Nomor 14 Tahun dari Orang yang bajak
perseorangan 2008 /pihak ekonomi
8 | Memorandum/surat- surat antar dan inter | Pasal 17 hurdf | dan Undang- | Setelah nota ebijak: proses
badan publik Undang Nomor 14 Tahun 2008 | kesepahaman
direalisasikan /
9 [Rencana pelaksanaan twkar-menukar / Pasal 17 huruf e dan  Undang. | Setelah proses selesai | Berpotens keterlibatan pihak spekulan sehingga | Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh
nernindah tangan harane daerah Undang Nomor 16 Tatun merugikan daeral oelulan dan orientas] keoentingan umum daa
10| Surat pengaduan masyarakat Pasal 17 huruf a dan | Undang. | Tidak Terbatas (1) proses penyusunan kebijakan; dan (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
Undang Nomor 14 Tahun terhambat: dan
(2)  Dapat mengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh di
sicol holoh diunekan "
11 | Keputusan alat alat kelengkapan Dewan Pasal 17 huruf | dan | Undang. | Tidak Terbatas (1) Dapat merugikan proses penyusunan (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
Perwakilan Rakyat Daerah yang dihasilkan | Undang Nomor 14 Tahun 2008 kebijakan; dan terhambat; dan
malali anat vana harsifat artn
(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
8 lainnya fainnya
it o diel
12 | Proses pengusulan pengesahan Pasal 17 huruf | dan) Undang. | Setelah proses ‘Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga | Sesuai dengan prosesdur yang seharusnya berjalan
pemberhentiangan pengangkatan Kepala / | Undang Nomor 14 Tahun pengesahan / yang meriliki kewenangan (tdak taat asas) (1aat asas)
wWakil Kenala Daerah 008
13 [Berkas perkara Peracilan Tata Usaha Negara | Pasal 17 huruf a, |, dan } Undang- | Tidak terbatas (1) Dapat menghambat (1) Memperlancarroses hukum /
dan perkara perdata Undang Nomor 14 Procs ! newaliikan fnemician penvelidikan/oenyi dikan:
(2) Dapat merugikan proses penyusunan (2) (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan
Kebiiakan: dan tidak terhambat; dan
(3) Dapatmengungkap informasi yang menurut (3) Meniaga informasi yang menurut Undang-
Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau Undang llainnya dirahasiakan dan/ atau tidak
sictak brieh diunokan boleh dinnelc
14 | Proses pengusulan pengesahan pemberhentian| Pasal 17 huruf 1 dan ) Undang- | Tidak terbatas (1) Dapat merugikan proses penyusunan (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
Iurah dan pengangkatan Pit Lurah Undang Nomor 14 Tahun 2008 Kehiiakan: dan terhambat; o
(2)  Dapatengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
Tainnya fainnya
sidak holeh diunelan diungian
15 | Proses pengangkatan perangkat kelurahan | Pasal 17 huruf 1 dan | Undang- | Tidak terbatas (1) Dapat merugikan proses penyusunan (1) menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
Undang Nomr 14 Tahun kehiakan: dan terhambat
(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang

Undang-Undang lainnya dirahasiakan
dan/atau tidak boleh diungkap.

lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh
diungkap.




NO |  KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT DASAR HUKUM BATAS WAKTU
P “APABILA DIBUKA MANFAAT APABILA DI TUTUP
16 | Identitas tersangka dan korban kasus narkaba | Pasal 17 huruf 2, b, dan | Undang- | Tidak terbatas (1) Dapatienghambat proses Hukum / (1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan /
stk kesiatannenuelicikan Undank Nomor 14 Tahun 2008 nenuelidikan / nenviikan penvidikan:
(2) Dapat merugikan proses penyusunan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
kebiiakan: dan terhambat: dan
(3) Dapat mengungkap informasi yang menurut | (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau lainnya dirahasiakan
siak
17| Rancangan produk hukum dacrah. Peraturan Bupat Sukoharjo Nomor | Tidak terbatas. (1) Dapat merugikan proses penyusunan (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
Pasal 17 Undang-Undang Nomor kebijakan; dan terhambat; dan
14 Tahun 2008
(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau lainnya dirahasiakan dan/ atauicak bolch
tidak boleh diungkap. diungkap.
18 | Dokumen dan Informas! Perkara yang sedang | Pasal 17 huruf a dan | Undang. | Tidak terbatas (1) Dapat menghambat poses Hukum/ (1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan /
ditangani oleh Penyidik Pegawa Neger Sipil | Undang Nomor 14 Tahun 2008 penyelidikany penyidikan; dan penyidikan; dan
(2)  Dapat mengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
Undang-Undang lainnya dirahasiaken /atau | lainnya diraasiakan dany atau tidak bolch
sitak diel
19 [ Informasi data pribad: icperd: Pasal 17 huruf h Undang Undang_| Tidak terbatas. Dapat pribadi sescorang___| Melindung rahasia pribadi sescorang.
20 [Berita Acara pemeriksaan "~ Undang-Undang Nomor 8 | Tidak terbatas. (1) Dapat menghambat proses Hukum / (1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan /
Tahun 1981 tentang Hukum penyelidikan / penyid ikan; dan penyi dikan; dan
Aeara Piana
- Pasal 17 huruf a Undang- (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2018 Undang- Undang lainnya dirahasiakan/ atau | lainnya dirahasiakan dany atau tidak boleh
sidal el
21 |Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan |- Undang-Undang Nomor 8 | Tidak terbatas. (1) Dapat menghambat proses Hukum / (1) Memperlancar proses hukum/ penyelidikan /
organisasi terlarang lainya Tahun 1981 tentang Hukum penyelidikan/penyid ikan; dan penyidikan; dan
Beara Didana
- Pasal 17 hurufa Undang- (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2018 Undang- Undang lainnya dirahasiakan /atau | lainnya dirahasiakan dan atau tidak boleh
ol diel
22 |Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian | - Pasal 66 ayat (3) Undang. | Tidak terbatas (1) Mengungkap rahasia pribadi; dan (1) Melindungi data pribadi; dan
Pemberhentian dan Pengangkatan Undiang Nomor 43 Tahun 2009
Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tantana Kearcinan
Dacrah Pasal 17 huruf h dan | Undang (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut | (2) MenjagaBhformasi gang menurut Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2018 Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak
ol holoh i unokan boleh diunelc
23 [ Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng | Pasal 17 huruf | Undang-Undang | Tidak terbatas Dapat merugiken proses penyusunan kebijakan | Menjaga agar proses penyustnan kebijakan tidak
Tentang Peresmian Pemberhentian dan Nomor 14 Tahun terhambat
Peresmian Pengangatan Penggant Antar Waktu| 2008
‘Anggota/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
24 [Penunjukan petugas pembuatan naskah ujlan | Pasal 17 huruf | dan | Undang- | Tidak terbatas (1) Dapat merugikan proses penyusunan (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
dan dokumen naskah ujian perangkat desa | Undang Nomor 14 Tahun 2008 kebijakan; dan terhambat; dan
(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
Undang-Undang lainnya dirahasiakan lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh di
dan/atau tidak boleh diungkap. ungkap.
25 |Data kegiatan intelejen terkalt Pasal 17 huruf ¢, |, dan | Undang- | Tidak terbatas. (1) Dapat membahayakan pertahanan dan (1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/
Dengan ideologi, politi, sosial budaya dan | Undang Nomor 14 Tahun 2008 keamanan negara dan/ atau daerahy wilayah; | - atau dacrahy wilayah;
eamanan serta penanganan kasus yang
(2) Dapat merugikan proses penyusunan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
kebiiakan: dan terhambat: dan
(3) Dapat mengungkap informasi yang menurut | (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang

Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau

tidak

lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh




KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU
P

"APABILA DIBUKA

MANFAAT APABILA DI TUTUP

5

Peta Lokasi Penyimpanan Arsip,

Pasal 17 huruf | dan } Undang,
Undang Nomor 14 Tahun

Tidak terbatas

(1) Dapat merugikan proses penyusunan
kehiiakan: dan

(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut
Undang-Undang lainnya dirahasiakan
dan/atau tidak boleh diungkap.

(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
terhambat; dan

(2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh
diungkap

informasi hasil penyelidikan dan penyidikan
terhadan nelanearan nerda

Pasal 17 huruf a, i, dan | Undang-
Undang Nomor 14

Tidak terbatas

(1) Dapat menghambat proses Hukum/
nenuelidikan/ nenvidikan:

(2) Dapat merugikan proses penyusunan
kebiiakan: dan

(3)  Dapatihengungkap informasi yang menurut
Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau

(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan /
penyidikan;

(2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
terhambat: dar

(3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh

Usulan calon penerima bantuan sosial

Pasal 17 huruf e Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008

Tidak terbatas

tidak
Dapat merugikan ketahanan Ekonomi

diunel;
Melindung ketahanan Ekonomi

Rencana alokas! bersubsidi

Pasal 17 huruf e Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008

Tidak terbatas.

Dapat merugikan ketahanan Ekonomi

‘Melindungi ketahanan Ekonomi

30 | Proses scanning UN/UNPK/UASBN Pasal 17 huruf  dan | Undang- | Tidak terbatas. (1) Dapat merugikan proses penyusunan (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
Undang Nomor 14 tahun 2008 kebijakan; d: terhambat;
(2) "Dapatiengungkap informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
lainnya boleh
tidak boleh diungkap. diungkap.

Dokumen rekam medis termasuk
nomor tesistrasi rekam medic

Pasal 17 huruf h dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tidak terbatas

(1) Dapatinengungkap rahasia pribadi
<eseorane: dan
(2) Dapat mengungkap informasi yang menurut

(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan

(2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang

(Penyandang HIV/AIDS dan eks Wanita Tuna
Susila)

Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Komisi Informasi Publik

(2) Dapat merugikan proses penyusunan
kehiiaa,

lainnya boleh
sk el
32 | Rahasia kedokteran, yaitubenemuan dokter | Pasal 17 huruf h dan | Undang- | Tidak terbatas (1) Dapatthengungkap Rahasia pribadi (1) Melindung rahasia pribadi seseorang; dan
dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam | Undang Nomor 14 Tahun 2008 seseorang; dan
rokam maric
(2) Dapat mengungkap Informasi yang menurut | (2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang
Tainnya dirah fainnya
sk el
33 | Hasil audit medik pada sarana kesehatan | Pasal 17 huruf h dan | Undang- | Tidak terbatas (1) Dapat pribadt akuntabilitas sarana kesehatan
Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan
(2) Dapattengungkap informasi yang menurut
Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau
sidal
34 [ Proses penentuan penerima bantuan kepada | Pasal 17 hruf | Undang-Undang | Tidak terbatas Dapatinerugikanproses penyusunan kebijakan | Meniaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
pemerintah desa/kelurahan dan kelompok | Nomor 14 Tahun 2008 tentang
masuarakar public
35 | Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan | Pasal 17 huruf hdan i Undang. | Tidak terbatas (1) Dapat mengungkap rahasia pribadi sescorang; | (1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan

(2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
terlambat

Data pribadi penduduk

Pasal 17 huruf h dan ] Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008

‘Atas ijin yang

Bertentangan dengan hak pribadi/privasivang

Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi

kepentingan publik

berkaitan dengan posisi

seseorang dalam jabatan
ik

Daftar rekam medik PNS ‘Atas ijin yang

Pasal 17 huruf h dan huruf | privasi seseorang Menjaga privasi seseorang,
Nomor 14 Tahun dan selama
2008 menjadi Pegawai Negeri

Sipil




KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT

DASAR HUKUM

"APABILA DIBUKA

MANFAAT APABILA DI TUTUP

Data tentang penyandang HIV/AIDS dan eks
Wanita Tuna Susila

Pasal 17 huruf h, i dan } Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008

(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorant

(2) Dapatiherugikan proses penyusunan
kehiiakan

(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan

(2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak
terhampat;

Surat Perijinan / ljin Usaha beserta
dokumennya

Pasal 17 huruf b dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentangKomisi Informasi Publik

MengungkapkanBata pribadi pemegang izin

Menjaga privasifiari pemegang izin

Data kekayaan alam

Pasal 17 huruf d dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Informasi Publik

Dapat lam yang.
berpotensi disalahgunakan

daya alam

Kajian pemerintah Pusat dan Berita Acara
Pelepasan Tanah Kas Kelurahan

Pasal 17 huruf e dan ] Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Komisi Informasi Publik

Berpotensi muncuinya spekulan yang bermaksud
mengambil keuntungan

Lebih mengedepankan optimalisasi untuk
epentingan pembangunan

Kajian pemerintahan pusat dan berita acara
pelepasan tanah aset pemerintah daerah

Pasal 17 huruf | dan ] Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentane Komisi Inforrasi Publik

Berpotensi munculnya spekulan yang bermaksud
mengambil keuntungan

Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan
pembangunan

tentang Komisi Informasi Publik

43 Berita sandi Pasal 17 huruf ¢ angka 6 Undang Dapat pertahanan Melindungi keamanan Negara
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Negara
Tentang Komisi Informasi Publik
44 | Spesifikasi sarana komunikasi sandi Pasal 17 huruf c angka 6 Dapat pertahanan Melindungi keamanan Negara
Nomor 14 Tahun Negara
2008 Tentang Komisi Informasi
Publik.
45 | Perangkat persandian khusus Pasal 17 huruf c angka 6 Dapat pertahanan ‘Melindungi keamanan Negara
Nomor 14 Tahun Negara
2008 tentang Komisi
Informasi Publik
46 [Kunci sistem sandi Pasal 17 huruf ¢ Angka 6 Undang- Dapat pertahanan Melindungi keamanan Negara
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Negara
Tentang Komisi Informasi Publik
47 | Penempatan jaringan, peralatan sandi dan | Pasal 17 huruf ¢ angka 6 Undang- Dapat pertahanan Melindungi keamanan Negara
tempat kegiatan sandi Undang Nomor 14 Tahun 2008 Negara
tentang Komisi Informasi Publik
48 | Jalur komunikasi WIP Pasal 17 huruf c Angka 6 Undang- Dapat pertahanan Melindungi keamanan Negara
Undang Nomor 14 Negara
Tahun 2008 tentang Komisi
Informasi Publik
49 | Frekuensi Radio Komunikasi Persandian Pasal 17 huruf ¢ angka 6 Undang- Dapat pertahanan Melindungi keamanan Negara
Undang Nomor Negara
Tahun 2008 tentang Komisi
Informasi Publik
50 | Berita / Radiogram Rahasia Pasal 17 huruf ¢ Angka 6 Undang - Dapat pertahanan ‘Melindungi keamanan Negara
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Negara




KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU
P

"APABILA DIBUKA

MANFAAT APABILA DI TUTUP

Hasil eksplorasi detail (Koordiat Potensi Bahan
Tambang, Kualitas dan Kuantitas Komoditas
Tambang)

Pasal 17 huruf b, d, e, dan |
Undang- Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Komisi

informasi Publik

Bila potensi_ sudah
diusahakan/ dikelola

Berpotensi spekulasi yang ingin mengeloladlemi
kepentingan pribadi/ korporasi

‘Membuka investasi yang bertanggung jawab

Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis
Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumiah
Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)

Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17
huruf b dan d Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang.

bl

Sampai dengan
terpilinnya

Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat
antar pelaku usaha pertambangan dalam
menjalankan kegiatanusahanya

Melindungi pelaku usaha pertambangangari
persaingan yang tidak sehat

Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan

Pasal 17 huruf b, d, e, dan |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Setelah laporan evaluasi
dikeluarkan oleh yang
berwenang melakukan
evaluasi

Mengganggu obyekifitas evaluasi yang akan
dilakukan

‘Menjaga obyektivitas evaluasi yang akan dilakukan

54| Data Teknis Potensi Air Tanah Pasal 17 huruf d dan ] Undang. | Selama potensi air tanah | Dapat i
Undang Nomor 14 Tahun 2008 | diperkirakan masih ada
Informasi Public
55 | Wilayahjin Usaha Pertambangan (WIUP) Pasal 17 huruf b, d, dan | undang- manipulasi data oleh pihak Mengamankan dari potensi adanya manipulasi
/Koordinat Undang Nomor 14 Tahun 2008 | yang berwenangdapat | pemakai

sisalasaikan

Surat pengajuan Hak Merk, Cipta, Paten, dan
Desain yang masih dalam proses.

Pasall7 huruf b Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008

Sampai selesaianya
proses pengajuan

Potensi untuk ditiru secara melawan hukum

Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh orang lain

Data Debitur dana bergulir

Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-

14 Tahun 2008

Atasermintaan
oenvidikan

Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi
merugikan orane lain

Menghindari informasi yang keliru yang bisa
rugikan orang lain

Bandwidth Management

Pasal 17 huruf b, | dan j Undang.
dang Nomor 14 Tahun 2008

Selama masih digunakan
L heraia

Dapat mengganggu perlindungan hak atas
kekavaan intelektual

Melindungi hak atas kekayaan intelektual

Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Eksport

un,
Pasal 17 huruf b dan i Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008

Selama proses sedang
berlangsune

Lokasi Server

Pasal 17 huruf b, i dan | Undang-

Nomor 14 Tahun 2008

Selama masih_ digunakan

Dapat mengganggu perlindungan hak atas
kekavaan intelektual

Melindungi hak atas kekayaan intelektual

InternetBrotocol/IP Address Private

Pasal 17 huruf b, i dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008

Selama masih digunakan

Dapat mengganggu perlindungan hak atas
ekayaan intelektual

Melindungi hak atas kekayaan intelektual

Sistem Keamanan Informasi

Pasal 17 huruf b, dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008

Selama masih digunakan

‘Menimbulkan potensi kerugian Investas! untuk
kepentingan umum/merugikan keuangan Negara

Terjaga dari potensi kerugian

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden R
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah

Sampai proses
selesai/diketahui
pemenangnya

pengadaan
dan etika pengadaan

penghadaan barang/jasa sesiao
dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika
pengadaan

Pasal 17 huruf i dan
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Komisi
Informasi Publik,

Rincian Harga Perkiraan sendir (HPS)

Peraturan Presiden Al
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah

Sampai diketahu
pemenangnya

Dapat menghambat
bidang pengadaan barang/jasa

P bidang
pengadaan barang/jasa

Pasal 17 huruf i dan |
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Komisi
Informasi Publik,




NO | KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT DASAR HUKUM BATAS WAKTU
P "APABILA DIBUKA MANFAAT APABILA DI TUTUP.
65 | Dokumen penawaran kontrak - Peraturan Presiden RI Sampai proses. Dapat meng o penilaian / evaluasi
Nomor 16 Tahun 2018 penawaran kontrak penawaran
tentang Pengadaan Barang / [$€1e531
Jasa Pemerintah
- Pasal 17 hurufb, |, dan
Undang- Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Komisi
Informasi
Publik
66| Susunan pokia pengadaan barang/jasa melalui |- Peraturan Presiden Rl
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah
" Pasal 17 hurufb, I, dan] | Selama proses Dapat terjad: harga lelang tidak sesuai yang ‘Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan
Undang- Undang Nomor 14 | pengadazn barang / jasa |diharapkan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
Tahun 2008 tentang Komisi
Informasi Publik
67 [Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan Pasal 17 huruf b dan | Undang- | Sampai diketahuinya | Bisa berpotensi dipalsukan Mencegak pemalsuan oleh orang yang tidak
nanean neachik soar Undang Nomor 14 Tahun 2008 | haciluit 1ah
68 [ Biodata individu dan data keluarga Pasal 17 huruf h Undang-Undang | Atas ijin yang Bertentangan dengan privasi seseorang Menjaga privasi seseorang
a. Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2008 bersangkutan dan untuk
b. Transmigrasi kepentingan penegakan
b
69 [ Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) | Pasal 17 huruf h, i, dan | Undang - | Atas ijin yang, Bertentangan dengan privasi seseorang Menjaga privasi seseorang
yang bekerja pada perusahaan di Indonesia | Undang Nomor 14 Tahun 2008 | bersangkutan dan untuk
kepentingan penegakan
70 [Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error Pasal 17 huruf | dan j Undang- | Sampai audit diterima | Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait | Menjaga ketentraman masyarakat
Undang Nomor 14 Tahun 2008 | oleh yang berhak dan [ dmgan bidang kesehatan
atas ijin penerima hasil
71 [Hasil Monitoring adanya dugaan Pasal 17 hurf i dan Undang- | Sampai selesainya Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah | Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
penyimpangan PNPM dan program bantuan | Undang Nomor 14 Tahun monitoring dan upaya | terutama dalam menangani masalahnya
kepada pemerintah desa / Kelurahan dan 2008 tindak lanjut dalam
kelompok masyarakat penanganan terhadap
penyimpangan yang
72 [ Dokumen hasil pengawasan melekat (Waskat) | Pasal 17 huruf h, i, dan | undang- | Atas jin dari pihak yang Kebijakan lebih lanjut yang akan | Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
Undang Nomor 14 Tahun 2008 | menjadi subyek dilakukan
73 | Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas | Pasal 17 huruf i dan j Undang- | Atas ijin pihak yang Berpotensi Menjaga pinak yang tidak
Keria Pemeriksaan (KKP) Undang Nomor 16 Tahun 2008 | dineriksa
74 [ Laporan hasil pemeriksaan (LHP) termasuk LHP | Pasal 17 huruf i dan j Undang- | Atas jin pihak yang Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak | Menjaga penyalahgunaan dari pinak yang tidak
Pemeriksaan Kasus, LHP review laporan Undang Nomor 14 Tahun 2008 | melakukan pemeriksaan [ berkepentingan berkepentingan
keuangan tentang Komisi Informasi Publik, | kasus atau atas perintah
dari penegakan hukum
75 [Soal - soal ujian Pasal 17 huruf i dan| Undang- | Sampai selesainya Mengganggu akuntabiitas pelaksanaan jian Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
Undang Nomor 14 Tahun 2008 | pelaksanaan uiian
tane Komisi Informasi Publik |sercahue
76| Hasi evaluasi tenaga pengajar dan peserta | Pasal 17 huruf h Undang-Undang | sampai selesainya Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan | Menjaga akuntabilitas evaluasi

dikdat

Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Komisi Inf Publik

evaluasigang




KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU
P

"APABILA DIBUKA

MANFAAT APABILA DI TUTUP

Data hasil check Up perorangan PNS / Pejabat

Pasal 17 huruf h Undang-Undang,
Nomor 14 Tahun 2008 tentang.
Komis Informasi Publik

‘Atas ijin yang

bersangkutan dan untuk

kepentingan penegakan
by

s

Mengganggu rahasia pribadi seseorang

Menjaga rahasia pribadi seseorang

Data hasil tes potensi / kompetensi Pegawai
Neceri Sinil (Peiahat

Pasal 17 huruf h Undang-Undang,
mor 14 Tahun 2008 tentane.

‘Sampai ada fjin yang

Mengganggu rahasia pribadi seseorang

Menjaga rahasia pribadi seseorang

Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga
melangenr disiolin

Pasal 17 huruf a dan huruf h
Undane Undane Nomor 14

‘Sampai ada pengajuan
dari vane hersanlatan

Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan

Menjaga rahasia pribadi seseorang

Data Rencana penempatan Pegawai Negeri
Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 17 huruf a dan huruf
iUndang- UndangNomor 14
Tahun 200

Sampai selesainya proses

penempatan dari yang

‘Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan

Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih
tertib

Notulen hasil sidang Baperjakat

Komisi

Pasal 17 huruf h dan i Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008
ane Komisi Inf publik

Sampai hasil baperjakat
ditindaklanjuti

Mengganggu kebijakan pemerintah

Menjaga kebijakan pemerintah

Dokumen pertimbangan)rekom-endas
Baperjakat

Pasal 17 huruf | dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
Informasi Public

Sampai hasil baperjakat
ditindaklanjuti

Mengganggu kebijakan pemerintah

‘Menjaga kebijakan pemerintah

Dokumen pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan
dari jabatan struktural

Pasal 17 huruf | dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
Informasi Publik

Selama masih berlaku
dan diperiukan dalam

keputusan

proses penyusunan kebijakan

‘Arsip pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam

cion dari isbatan ctrktucal

Pasal 17 huruf | dan ) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
P bl

Sesuai ketentuan untuk
tetap ditatausahakan

Samnai 30 tabun

‘Gapat mengungkap

rahasia jabatan yang bersangkutan

kebijakan
pemerintah

Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS|
alam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah

Pasal 17 huruf i dan | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008

Sampai yang.
bersangkutan diangkat

Berpotensi menimbulkan intervens| terhadap
kebijakan pimpinan

Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh
semua pihak

SK pengangkatan, pemindahan Guru Pegawai
Negeri Sipl dalam tugas Tambahan sebagai

nala Sololah

Pasal 17 huruf | dan ) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008

Sampai yang,

diangkat

Berpotensi P

Gari intervensi oleh

kebijakan pimpinan

Kebijakan
semua pihak

Daftar nilai DP3 Pegawai Negeri Sipil dan SKP.

Pasal 17 huruf h, |, dan } Undang-
14 Tahun 2008

‘Atas ijin yang

Mengganggu privasi yang bersangkutan

Menjaga privasifang bersangkutan

Keputusan penjatuhan Hukum disiplin Pegawal
Negeri Sipil

Pasal 17 huruf, huruf h dan
huruf | Undang- Undang Nomor 14
008 1

Sampai turunnya
penjatuhan hukum
disinlin

Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan|

yang akan dijatuikan

‘Menjaga obyektivitas putusan

Keputusan ijin/keterangan tentangBerceraian

Peoawni Negeri Sinil

Pasal 17 huruf h, |, dan | Undang-
Nomor 14 Tahun 2008

Sampai keluarmya

Berpotensi muncuinya informasi yang tidak benar
dan bisa menimbulkan fitnah

Menjaga obyekiivitas putusan ijin

Dokumen pengelolaan kepegawaian
Kenaikanpangk

Pasal 17 huruf h, i, dan | Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008

Selama masih Berlaku

Dapatihengungkap rahasia pribadi PNS yang

Mengamankanproses penyusunan kebijakan

b. Kenaikan gaiiberkala tentang Komisi Informasi Publik keputusan kebijakan karena adanya
< Mutasi Vang teriait pengungkapan secara premature
d. Pensiun
91 |Biodata elektronik Pegawai Negeri Sipil lengkap|-  Nomor 11 Th 2008 tentang |Selama yang Data yang bila dibuka akan bersangkutan

e

- Pasal 17 hurufh, |, dan
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Komisi
Informasi Publik

ersangkutan menjadi
PNS

mengganggu privacy yang bersangkutan

92 | Data kepegawaian perorangan Pegawai Negeri | Pasal 17 huruf h, |, dan | undang- | Selama yang. Mengganggu privasi seseorang ‘Mengamankan hak privasi seseorang
Sipil lengkap Undang Nomor 14 Tahun bersangkutan berstatus
003 tentane Komisi Inf Sohapai NS
93 | Arsip data perorangan Pegawai Negeri Sipil | Pasal 17 huruf h |, dan j Undang- | Selama yang| Mengganggu privasi seseorang ‘Mengamankan hak privasi seseorang
indang Nomor 14 Tahun 2008 | bersangkutan berstatus
Tentang Komisi Informasi Publik | sebagai PNS

Daftar usulan pengangkatan Pegawai Negeri
1 rrvdetucal

Pasal 17 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 huruf [ dan |

Setelah usulan

Dapat mengganggu kebijakan pemerintah /

‘Mengamankan kebijakan pimpinan




pcerta un 2008 burf i

NO |  KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT DASAR HUKUM BATAS WAKTU
P “APABILA DIBUKA MANFAAT APABILA DI TUTUP
95| Daftar pejabat yang akan dilantik Pasal 17 huruf | dan) Undang. | selama proses. proses penyusunan proses penyusunan kebijakan
Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SK sampai derngan mulai | ada pengungkapan yang mendahului
berlakunya SK /
pelantikan
96 | Daftar nominas (rangking) Pejabat Struktural | Pasal 17 huruf | Undang-Undang | sampai selesainya proses penilaian dan kebi " proses penilaian dan kebijakan yang
Nomor 14 Tahun 2008 nominasi secara lengkap |akan diambil akan ciambil
97 | Instrumen Tes potensi /kompetens! Pegawai | Pasal 17 huruf | Undang Undang | Selama masih Dapat menghambat proses penilaian prosesyang sedang berlangsung
Negeri Sipil /Pejabat Nomor 14 Tahun 2008 Berlaku dan diperiukan
dalam proses tes
potensi/kompetensi
98 | Identifikasi potensi Pegawai Negeri Sipil Pasal 17 Undang Undang Nomor | Selama masih berlaku | Dapat mengganggu rahasia pribadi PNSYang
16 Tahun 2008 huruf b I, dan | Mengganggu proses kebiajakan
pengambilan keputusan [ yang akan diambil
siait
95| Dokumen laporan/surat pertanggungiawaban | Pasal 17 huruf 1 dan  Undang- | sampai dengan telah | Menghambat kebijakan karena adanya ‘Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
keuangan (5P1) berikut lampirannya. Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Diverivikasi oleh ap mendahului
Tentang Komisi Informasi Publik | pemeriksa / pengawasan
/ auditor (BPKP/BPK)
100 | Proses pengelolaan administras| keuangan | Pasal 17 Undang-Undang Nomor | Setelah selesainya audit | Tidak seseual dengan asas-asas pengelolaan Sesual dengan asas pengelolaan administrasi

'SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM KOTA KUPANG

pasal 17 huruf ¢, UU No. 3 tahun
2002 tentang Pertahanan Negara

politi, sosial, budaya dan keamanan serta
penanganan kasus yang menggangu

pertahanan dan
keamanan negara

masyarakat

'No [Informas: (berisi Informasi tertentu yang di | Dasas gan Bagi Publik (beri Tangka waktu (disebutkan jangka waktu)
kecualikan) informasi i/pertis
Dibuka
T [informasi mengenai rencana kerja dan pasal 17 UU KIP Dapat menjaga Tidak terbatas
anggaran 2023 dan 2024 rahasia kondisi keuangan
dari perangkat daerah
2 [Informasi mengenai laporan keuangan tahun | pasal 17 UU KIP dapat mengungkapkan | Dapat menjaga rahasiaperangkat daerah Tidak Tatas
20232 dan 202 rahasia kondisi keuangan
dari perangkat daerah
3 [Informasi data kepegawaian Pasal 17 UU KIP 1. Dapat menjaga rahasia pribadi Tidak Terbatas
mengungkapkan rahasia
pribadi yang
2. Dapat mengungkapkan [ 2. Dapat menjaga rahasia Perangkat Daerah
rahasia surat-surat antar
badan publij atau intra
badan publik
KELURAHAN LILIBA
No [Informasi (berisi Informasi tertentu yang di | Dasa Bagi Publik (berisi uraian Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)
kecualikan) informasi
Dibuka Ditutup
T | Data pribadi pegawa kelurahan Liiba Republik Dapat menjaga rahasia pribadi Tidak terbatas
Indonesia Nomor 27 tahun 2022 | rahasia pribadi yang
tentan, oribad
2 [Data pribadi warga kelurahan Liliba Undang-undang Republik dapat mengungkapkan | Dapat menjaga rahasia pribadi Tidak terbatas
Indonesia Nomor 27 tahun 2022 | rahasia pribacl yang
ten; bad
3| Data ahli waris warga kelurahan Liliba Republik Dapat menjaga rahasia pribadi Tidak terbatas
Indonesia Nomor 27 tahun 2022 | rahasia pribadi yang
tentan, oribadi
KELURAHAN BAKUNASE
No [Informasi (berisi Informasi vang di i Bagi Publik (berisi uraian Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)
kecualikan) informasi
T [Data diri pegawai dakam kelurahan Undang-undang no 14 tahun 2008 Selamanya karena knawatir disalahgunakan Dibuka sesaat jika ada permintaan data dari OPD yang.
Bakunase,contoh NIP/NRP, Tempat Tanggal | tentang keterbukaan informasi membutuhkan data tersebut
Labic t1nican pribadi_dil Lk 252l &
2 Data diri pegawai dakam kelurahan ‘Undang-undang no 14 tahun 2008 Selamanya karena khawatir disalahgunakan Dibuka sesaat jika ada permintaan data dari OPD yang,
Bak NI Urusan Probadi_dil nian
3 [Data penerimaan bantuan kelurahan Bakunase | Undang-undang no 14 tahun 2008 Karena tidak semua warga mendapatkan bantuan | Dibuka ketika ada bantuan masuk untuk dipergunakan
tentan bagai
KELURAHAN PENKASE
No [Informasi (berisi Informasi tertentu yang di | Dasas Bagi Publik (berisi uraian Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)
kecualikan) informasi
Dibuka
T | Data pribadi baik ASN maupun PTT Kelurahan Republik Dapat menjaga rahasia pribadi Tidak terbatas
Penkase Ocleta Indonesia nomor 27 tahun 2022 | rahasia pribadi diri yang
u had
2 [Data pribadi warga kelurahan penkase Ocleta Republik P Dapat menjaga rahasia pribadi Tidak terbatas
Indonesia nomor 27 tahun 2022 | rahasia pribaci diri yang
bad
3 [Data ahli waris warga kelurahan penkase Dapat menjaga rahasia pribadi Tidak terbatas
Ocleta Indonesia nomor 27 tahun 2022 | rahasia pribadi diri yang
had
KELURAHAN NAMOSAIN
No [Informasi (berisi Informasi tertentu yang di | Dasas Bagi Publik (beri Jangka waktu (disebutkan jangka waktu)
kecualikan) informasi i/pertis
Dibuka
T | Arsip dinamis, akif dan inakii yang berisikan | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Tengkap yang dilindungi dalam | Selama masin berlaku
tentang : a. Dokumen keuangan (SP) dan surat | Pasal 17 dan UU No. 43 tahun | penegakan hukum, proses penegakan hukam, melindungi kepentingan
pencairab anggaran . B. AKta otentik yang | 2009 tentang kearsipan pasal 44 | menganggu kepentingan | kepemilikan pribadi, melancarkan proses
bersifat pribadi dan wasiat. C Surat-surat ayat (1) dan 07 (2) perlindungan hak, pelaksanaan kegiatan dan mengamankan proses
penting yang dirahasiakan
kepemilikan pribadi dan
mengganggu proses
2 Disposisi surat pimpinan UL No. 14 tahun 2008 tentang KIP, penyusunan kebijakan Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengelola
Pasal 17 huruf | proses penyusunan surat
ohiakan
3 [Data pribadi penduduk (No. NIK dan KK) 'UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, | Dapat mengungkapkan | Melindungi rahasia pribadi seseorang Sampai terbitnya keputusan
Pasal 17 huruf | dan UU No. 23 | rahasia pribach seseorang| Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang ijin
tahun 2006 tentang Administrasi untuk memperoleh data pribadi penduduk
Kepandudukan, pasal 84 ayat (1)
dan (2), pasal 85 ayat (1) dan (2)
4 [Daftar nilai SKP PNS. 'UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, | Dapat mengungkapkan | Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS Selama masih berlaku
Pasal 17 hunf i rahasia pribad sescorang
pNs
5 [Keputusan iin/keterangan perceraian PNS | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, | Dapat mengungkapkan | Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS, sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi
Pasal 17 huruf hdan hurufi | rahasia pribac seseorang| mengamankan proses penyusunan kebijakan hukuman disiplin
PN, dapat menghambat
proses penyusunan
kebijakan
6 |Kegiatan intelejen terkait dengan ideologi, | UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, | Dapat membahayakan | Menjaga pertahanan dan keamanan negara Selama pemgungkapannya membahayakan atau

(stabilitas daerah dan wilayah)

merusak sumber-sumber dan metode intelejen yang
sensitiv

Paraf Hierarkl

Sekretarls Dinas Kominfo Kota Kupang

Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Analisi Kebiakan Substansi Pengelolaan Informasi Publik

+ di kupang
10 juni 2024

ditetapkan di
pada tanggal

kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
kota kupang,

ARIANTIE M. BAUN, SE, M.5|
Pembina utama muda
NIP. 19700427 199703 2 004



